6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Program Perencanaan Tata Ruang

a) Program Perencanaan Tata Ruang didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:  Pemaduserasian RTRWP Jatim dengan Isu Terkait, Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi dan Sosialisasi RTRWP Jawa Timur.
b) Program Perencanaan Tata Ruang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.391.509.500,- terealisasi sebesar 99,86 % atau Rp. 1.389.622.725,-  secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran kebehasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.
c) Hasil/Outcome pelaksanaan pembangunan:

Sasaran Program Perencanaan Tata Ruang antara lain yaitu Keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah dengan permasalahan pembangunan, Perumusan keterpaduan program sectoral untuk menunjang pengembangan kawasan strategis, Keterpaduan program penataan ruang Provinsi dengan penataan ruang Kabupaten/Kota, Identifikasi wilayah Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi dan prospek dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan wilayah
Hasil pelaksanaan program/kegiatan  yang dicapai sebagai berikut :

· Dokumen penataan ruang berdasarkan permasalahan pembangunan

· Dokumen kawasan strategis Provinsi
· Perda No 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
· Masih belum optimal perlindungan fungsi ruang mengakibatkan ketimpangan pembangunan

· Berkurangnya kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan perundang-undangan

· Masih belum optimal fungsi perencanaan penataan ruang dalam implementasi pembangunan suatu kawasan.
Solusi:

· Prioritas kebijakan spasial dalam pengembangan Kawasan Strategis

· Revisi Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

· Sinkronisasi program penataan ruang dengan permasalahan pembangunan

2. Program Pemanfaatan Ruang

a) Program Pemanfaatan Ruang  didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu  Sinkronisasi Terapan Indikasi Program dan Anggaran Penataan Ruang dan Optimalisasi Kelembagaan Penataan Ruang.
b) Program Pemanfaatan Ruang  dengan pagu sebesar Rp. 706.450.000,- terealisasi sebesar 98,88 % atau Rp. 698.512.400,- secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran kebehasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan
Program Pemanfaatan Ruang  bertujuan agar tersusunnya dokumen perencanaan, sinkronisasi program implementasi penataan ruang dan anggaran.

Hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dicapai sebagai berikut :
· Keterpaduan program dan anggaran penataan ruang dengan program RPJMD
· Penyusunan tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
· Pelaksanaan evaluasi RTRW Kabupaten/Kota oleh BKPD Provinsi

d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
· Masih adanya program dan anggaran penataan ruang yang belum sesuai dengan RPJMD

· Masih belum efektif keanggotan tim BKPRD  (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam mengevaluasi dokumen RTRW Kabupaten/Kota 

· Kurangnya pemahaman substansi penataan ruang dalam keanggotaan BKPRD

Solusi:

· Sinkronisasi program dan anggaran penataan ruang dengan program RPJMD

· Koordinasi tim BKPRD terkait program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

· Pemahaman substansi penataan ruang oleh BKPRD

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
a) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang  didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu : Peningkatan Kinerja Perizinan pemanfaatan ruang dan Sistem Informasi Tata Ruang.
b) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang  dengan pagu sebesar Rp. 534.440.500,- terealisasi sebesar 95,53 % atau Rp. 510.548.900,- secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran kebehasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan
Hasil pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun 2012 sebagai berikut:
· Peningkatan kinerja perijinan pemanfaatan ruang dan wilayah Jawa Timur.
· Peningkatan kesesuaian permohonan ijin pembangunan dengan penataan ruang wilayah
· Website tentang informasi penataan ruang
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
· Masih banyaknya ijin pembangunan yang belum sesuai dengan penataan ruang

· Perlunya revisi Pergub 61 tahun 2006 tentang Kawasan Pengendalian Ketat disesuaikan dengan perkembangan wilayah saat ini

· Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

· Masih belum efektif website tentang informasi penataan ruang yang diakses oleh masyarakat

Solusi:

· Revisi Pergub 61 tahun 206 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Provinsi Jawa Timur

· Up date data dan informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang disampaikan dalam website tata ruang 

4. Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi  Perencanaan Pembangunan.
a) Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi  Perencanaan Pembangunan didukung oleh 25 (dua puluh lima) kegiatan antara lain : 3 (tiga) kegiatan Bidang Pengembangan Regional, 6 (enam) kegiatan Bidang  Ekonomi, 10 (sepuluh) kegiatan Bidang Prasarana Wilayah, 3 (tiga) kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan,  2 (dua) kegiatan Bidang Pembiayaan,  dan 1 (satu) kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota.
b) Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi  Perencanaan Pembangunan  dengan pagu sebesar Rp. 24.222.014.500,- terealisasi sebesar 95,21 % atau Rp. 23.060.682.599,- secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran kebehasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan.
Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

· Rapat dan pelaksanaan Pelatihan Meta Data dan Pemanfaatan Peta dalam Perencanaan Pembangunan serta terbentuknya Simpul Jaringan Data Spasial di Jawa Timur.
· Fasilitasi  Focus Group Discussion (FGD) baik dengan kabupaten kota , SKPD Provinsi, asosiasi/dunia usaha dan pergruan tinggi PTS/PTN dalam rangka mengiventarisasi permasalahan pembangunan  ekonomi  

· Fasilitasi  Focus Group Discussion (FGD) baik dengan 38 kabupaten /kota , 15 SKPD Provinsi lingkup bidang ekonomi dan mitra pendukung , asosiasi/dunia usaha sebanyak 30 Asosiasi serta beberapa  perguruan tinggi PTS/PTN dalam rangka mengiventarisasi  issue-issue strategis pembangunan ekonomi sebagai bagian dari tahapan/mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan  ekonomi

· Fasilitasi Focus Group Discussion (FGD) baik dengan  SKPD Provinsi, asosiasi/dunia usaha dan pergruan tinggi PTS/PTN dalam rangka Penyusunan Perencanaan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur sebagai bagian dari tahapan/mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan  ekonomi

· Koordinasi Pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan Jawa Timur,  Kegiatan ini sebagai bagian dari keberlanjutan kegiatan koordinasi pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan yang antara lain dipergunakan untuk menyusun sistem dan pengelolaan,  pengolahan data/ informasi agropolitan  Provinsi Jawa Timur dan  Koordinasi serta evaluasi  Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan 

· Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG), Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi perintah Inpres Nomor : 3 tahun 2010 tentang  program pembangunan yang berkeadilan yang mengamanahkan daerah menyusun RAD-PG ditingkat provinsi dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2011. 

· Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan sesuai amanat Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu menjaring bahan penyusunan RPJMD dan RKPD, serta tupoksi Bappeda yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi kebijakan teknis perencanaan, pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur untuk mendongkrak laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB serta dapat menekan angka kemiskinan melalui penguatan daya tarik investasi di Jawa Timur yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh DPRD atas realisasi pelaksanaannya oleh Pemerintah.

· Terselenggaranya Koordinasi dalam Rangka Implementasi Program Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kesra, Aparatur dan Kemasyarakatan,

· Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam rangka Perencanaan dan Penanganan Isu-isu baru tentang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kesra, Aparatur dan Kemasyarakatan,

· Terselenggaranya Sosialisasi dan Review RAD-PK

· Bahan masukan perencanaan pembiayaan pembangunan di Jawa Timur, Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Tahun 2013 dan Bahan laporan penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan tahun 2012

· Koordinasi dan tersediannya dokumen dalam mensinergikan Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah dan Kabupaten/Kota

d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Ketersediaan Infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan sudah merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing daerah nasional-global. Namun terjadi Disparitas kesejahteraan antar-daerah yang dapat diidentifikasi dari kesenjangan ketersediaan sarana-prasarana Infrastruktur yang terjadi di antaranya.

Di sisi lain seiring dengan waktu, kondisi pelayanan dan penyediaan Infrastruktur mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berkurangnya kualitas dan pelayanan maupun tertundanya pembangunan Infrastruktur baru, dapat menghambat laju pembangunan daerah.
· Kurangnya mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur
Solusi

· Komunikasi bersama antara stakeholders Pemerintah dalam rangka Sinkronisasi kebijakan umum belanja maupun kebijakan teknis dalam upaya memenuhi kebutuhan Infrastruktur ideal yang dikaitkan dengan kemampuan pembiayaan dalam upaya pencapaian setiap aspek pembangunan.

· Meningkatkan implementasi Sistem dan mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
a) Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan didukung 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut : Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Jawa Timur.
b) Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.912.450.000,- terealisasi 95,10 % atau sebesar Rp. 2.769.642.900,-  secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran kebehasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi,  yang dapat dipertanggungjawabkan serta tersedianya Data  dan Informasi sebagai bahan pendukung kebijakan pembangunan Daerah serta mengetahui perkembangan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan serta mencari solusi terbaik agar kendala tersebut dapat diminimalisir pada tahun-tahun berikutnya.

Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

· Laporan hasil pelaksanaan pembangunan,
· Rapat  evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan SKPD Provinsi dan  Kab/ Kota se Jatim 
· Dokumen Rencana Aksi Provinsi dan Kab/Kota se Jatim dalam mendukung INPRES 3 Tahun 2010 

· Dokumen pelaksanaan dana APBN Provinsi dan Kabupaten/Kota
· Laporan pelaksanaan DAK di Jatim

· Laporan Evaluasi pelaksanaan INPRES  3 Tahun 2010 di Kabupaten/Kota
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
Belum seluruh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan evaluasinya, sehingga penyusunan dokumen evaluasi Provinsi dan Kabupaten di Jatim kurang tepat waktu.

Solusi
Koordinasi dengan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus selalu dilakukan secara periodik agar SKPD Provinsi dan Kabupaten Kota mempunyai pemahaman yang sama sehingga SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan evaluasi tepat waktu.
6. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
a) Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu : Kerjasama antara Pemerintah Propinsi dengan UNICEF,  Fasilitasi Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) serta Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional Perencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

b) Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.842.350.000,- terealisasi 97,20 % atau sebesar Rp. 1.790.741.095,-  secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran kebehasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan.

Tujuan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan adalah meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Propinsi dengan UNICEF dan AIPD serta meningkatkan kinerja Jabatan Fungsional Perencana untuk mendukung perencanaan program pembangunan ekonomi.
Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan adalah sebagai berikut:

-
Terwujudnya kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan UNICEF

-
Monitoring, evaluasi dan rapat Koordinasi dalam rangka KHPPIA

-
Pelaksanaan Annual Work Plan (AWP) dan kerjasama Pemerintah Provinsi dgn Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)

-
Rapat Koordinasi dan penyusunan AWP tahun selanjutnya dengan SKPD dan Kabupaten sasaran AIPD

-
Dokumen petunjuk pelaksanaan kerja jabatan fungsional dalam mendukung perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi
7. Program Penyusunan Data dan Informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah

a) Program Penyusunan Data dan Informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :

1. Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
2. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi pendukung perencanaan
3. Visualisasi data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan
4. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
5. Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi
6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur
7. Pengembangan dan pengelolaan pusat data pendukung perencanaan pembangunan dan website Bappeda Provinsi Jatim
b) Program Penyusunan Data dan Informasi serta Pelaporan Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.688.300.000,- terealisasi 93,28 % atau sebesar Rp. 4.373.262.635,-  secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran kebehasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Tujuan dari Program ini adalah tersedianya Data  dan Informasi sebagai bahan pendukung kebijakan pembangunan daerah serta menginformasikan kepada pemerintah pusat dan stake holder tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tertentu.
Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

· Buku Data Dinamis Triwulanan, Buku Data Provinsi Jawa Timur, Buku Prioritas Pembangunan Kab/Kota, Buku Data APBD dan APBN dan Buku Data PPLS

· Tersusunnya analisa hasil pelaksanaan pembangunan,

· Visualisasi selayang pandang  hasil pelaksanaan pembangunan Jawa TimurTriwulan I, II dan III 

· Visualisasi potensi unggulan Jawa Timur

· unnya visualisasi sentra agro bisnis  Jawa Timur

· Terlaksananya sosialisasi dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan di media TV

· Buku laporan capaian kinerja SKPD Provinsi Triwulanan,

· Buku materi Reses DPRD Provinsi Jawa Timur
· Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir tahun 2011 dan lampirannya
· Pusat data dan pengelolaan website Bappeda Provinsi Provinsi Jawa Timur.

· Laporan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur.
· Dokumen Laporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2011

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan
Belum seluruh SKPD menyampaikan data-data hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan capaian kinerjanya secara rutin dan tepat waktu, mengakibatkan terhambatnya penyusunan laporan atau informasi baik berupa dokumen maupun audio visual.
Solusi
Perlu lebih ditingkatkan koordinasi dengan SKPD utamanya lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar dapat tepat waktu menyampaikan laporannya ke Bappeda Prov. Jatim.
8. Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan
a) Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan dalam tahun 2012 didukung oleh 48 (empat puluh delapan) kegiatan yaitu antara lain :  20 (dua puluh) kegiatan perencanaan pembangunan, 15 (lima belas) kegiatan bidang Prasarana Wilayah, 10 (sepuluh) kegiatan bidang Ekonomi serta bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Bidang Pengembangan Regional dan bidang pembiayaan masing-masing 1 (satu) kegiatan.
b) Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.949.600.000,- terealisasi 98,96 % atau sebesar Rp. 20.731.209.980,-  secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran kebehasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan
Hasil pelaksanaan program/kegiatan selama tahun anggaran 2012 adalah sebagai berkut :

· Rapat Koordinasi menunjang pelaksanaan  Musrenbang Kabupaten/Kota

· Pengolahan data penyusunan P-APBD Tahun 2012

· Pengolahan data penyusunan R-APBD Tahun 2013
· Data hasil Musrenbang Kabupaten/Kota sebagai bahan pembahasan pada Pra Musrenbang Provinsi Jawa Timur

· Data hasil musrenbang provinsi sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun 2013

· Dokumen Analisis Belanja Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur

· Dokumen Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah)

· Dokumen Analisis Hubungan Antara Penerimaan, Belanja dan PDRB Kabupaten dan Kota  di Jawa Timur

· Dokumen Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Amum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Provinsi Jawa Timur

· Dokumen Analisis Pengaruh Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2010

· Dokumen Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Provinsi Jawa Timur

· Dokumen Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jawa Timur

· Dokumen Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur

· Dokumen Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur

· Dokumen Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota di Era Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur

· Dokumen Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur

· Dokumen Analisis Kinerja Pengelolaan APBD Provinsi Jawa Timur

· Dokumentasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur

· Dokumen Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah di Provinsi Jawa Timur

· Dokumen Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

· Dokumen strategi Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan;
· Dokumen data base program dan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tangungjawab Sosial Perusahaaan (TSP) dalam rangka sinergitas program pemerintah daerah dengan perusahaan. 
· Perencanaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dalam rangka Penanganan HIV/AIDS di Daerah Rawan;

· Strategi Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional;
· Strategi Pengembangan Caracter Building dalam Lembaga Sekolah di Provinsi Jawa Timur;

· Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Sejarah (Historis) di Jawa Timur;

· Strategi Perencanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rendah;

· Strategi Perlindungan Tenaga Kerja Informal di Prov. Jawa Timur;

· Perencanaan Penanganan Status Gizi Balita di Provinsi Jawa Timur;

· Perencanaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD/RS Khusus BP4 Provinsi Jawa Timur;

· Strategi Peningkatan Fungsi Sosial pada UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

· Peningkatan Keberdayaan Peran dan Fungsi Kelembagaan HIPPA dan GHIPPA menuju Pengelolaan Sumberdaya Air yang Efisien dan Merata;

· Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Non Padi;

· Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Daya Rusak Sumberdaya Air di Jawa Timur;

· Penyusunan FS RSUD Dr. Soetomo di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu;

· Penyusunan Dokumen Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur untuk Mendukung Dokumen MP3EI;

· Penyusunan Profil Pembangunan Air Minum di Jawa Timur;

· Penyusunan Strategi Pembiayaan Pembangunan Sanitasi di Jawa Timur;

· Penyusunan Prospektus Penyediaan Infrastruktur Transportasi Strategis Potensial di Jawa Timur oleh Swasta;

· Kajian Kebijakan Penyerasian Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Mendorong Keseimbangan Pertumbuhan Wilayah di Jawa Timur;

· Kebijakan Peningkatan Kontribusi Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA;

· Strategi Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Pedesaan;

· Penyusunan Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Infrastruktur Penanganan Banjir di Kabupaten Pasuruan;

· Penyusunan Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Infrastruktur Penanganan Banjir di Kabupaten Sampang;

· Evaluasi Kinerja Pengelolaan Infrastruktur Irigasi dalam Kerangka Mempertahankan Ketahanan Pangan di Wilayah Banyuwangi dan Jember;

· Evaluasi Kinerja Pengelolaan Infrastruktur Irigasi dalam Kerangka Mempertahankan Ketahanan Pangan di Wilayah Bojonegoro dan Ngawi.

· Dokumen Penyusunan Strategi Program Kelembagaan Ketahanan Pangan di Pedesaan

· Dokumen Penyusunan Strategi Program Pengembangan Industri Perkapalan dalam rangka Mendukung MP3EI

· Dokumen Penyusunan Strategi Program Peningkatan NTP Sub Sektor Tanaman Pangan

· Dokumen Penyusunan Strategi Program Kelembagaan Ekonomi Lokal di Daerah Pesisir Pantai Utara Jawa ( Gresik, Lamongan, Tuban )

· Dokumen Penyusunan Strategi Program Kelembagaan Ekonomi Petani Garam di Madura

· Dokumen Penyusunan Strategi Program Revitalisasi Tambak Non Produktif di Pantura Jawa

· Dokumen Penyusunan Strategi Program Pengembangan Industri Telematika Dalam Rangka Mendukung MP3EI

· Dokumen Penyusunan Strategi Program Pengembangan Industri Makanan dan Minuman Dalam Rangka MP3EI

· Dokumen Penyusunan Strategi Program Kelembagaan Ekonomi Lokal Masyarakat di Sekitar Kawasan Perkebunan

· Dokumen Penyusunan Indikasi Program Supply Chains System Pada Strategi Konektivitas MP3EI di Jawa Timur

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

· Kurangnya Data tentang Perencanaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dalam rangka Penanganan HIV/AIDS di Daerah Rawan;
· Kurangnya Data tentang Strategi Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional;
· Kurangnya Data tentang Strategi Pengembangan Caracter Building dalam Lembaga Sekolah di Provinsi Jawa Timur;
· Kurangnya Data tentang Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Sejarah (Historis) di Jawa Timur;
· Kurangnya Data tentang Strategi Perencanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rendah;
· Kurangnya Data tentang Strategi Perlindungan Tenaga Kerja Informal di Prov. Jawa Timur;
· Kurangnya Data tentang Perencanaan Penanganan Status Gizi Balita di Provinsi Jawa Timur;
· Kurangnya Data tentang Perencanaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD/RS Khusus BP4 Provinsi Jawa Timur;
· Kurangnya Data tentang Strategi Peningkatan Fungsi Sosial pada UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
· Pengumpulan data primer dan skunder dari kabupaten/kota maupun SKPD masih belum sesuai dengan harapan karena masih adanya ego sektoral;

· Sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian hasil akhir sehingga kurang optimal dalam memberikan masukan perencanaan pada penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur.

· Penyediaan Infrastruktur adalah berdasar pada tingkat kewenangan dan tanggung jawab penyediaan, baik pusat maupun daerah, dimana pelaksanaannya disesuaikan kemampuan pendanaan Pemerintah. Namun Rehabilitasi dan pembangunan kembali berbagai Infrastruktur  yang rusak, serta peningkatan kapasitas dan fasilitas baru akan menyerap biaya sangat besar, tidak dapat dipikul oleh Pemerintah sendiri, sehingga diperlukan  solusi inovatif guna menanggulangi masalah perawatan dan perbaikan Infrastruktur yang rusak. 

Solusi
· Tersedianya Data tentang Perencanaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dalam rangka Penanganan HIV/AIDS di Daerah Rawan;

· Tersedianya Data tentang Strategi Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional;
· Tersedianya Data tentang Strategi Pengembangan Caracter Building dalam Lembaga Sekolah di Provinsi Jawa Timur;

· Tersedianya Data tentang Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Sejarah (Historis) di Jawa Timur;

· Tersedianya Data tentang Strategi Perencanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rendah;

· Tersedianya Data tentang Strategi Perlindungan Tenaga Kerja Informal di Prov. Jawa Timur;

· Tersedianya Data tentang Perencanaan Penanganan Status Gizi Balita di Provinsi Jawa Timur;

· Tersedianya Data tentang Perencanaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD/RS Khusus BP4 Provinsi Jawa Timur;

· Tersedianya Data tentang Strategi Peningkatan Fungsi Sosial pada UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

· Dilakukan antisipasi dalam awal penyusunan kajian kebijakan perencanaan pembangunan sehingga dapat memberikan masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur.

· Menambah jumlah dokumen perencanaan yang memuat pelaksanaan hubungan kerja, kebijakan teknis perencanaan, pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan yang disusun melalui komunikasi bersama stakeholders terkait, sebagai pedoman pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Pengembangan serta penyelenggaraan Distribusi Pelayanan Logistikyang cepat, aman dan nyaman sehingga mampu menggambarkan keuntungan dan kemudahan investasi Infrastruktur di Jawa Timur.
9. Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah
a) Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah didukung oleh 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut : Musrenbang Nasional, Musrenbang Propinsi, Musrenbang Regional, Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),  Sinkronisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur, Sinkronisasi Penyusunan P-APBD Jawa Timur, Koordinasi Program Pendidikan untuk semua dalam rangka Pencapaian Target MDGS, Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi Perda RPJPD atau RPJMD Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, Penyusunan Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
b) Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.681.415.500,- terealisasi 93,47 % atau sebesar Rp. 6.263.091.415,-  secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran kebehasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.
c) Hasil/Output Pelaksanaan Pembangunan
Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah bertujuan memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Inovatif serta bertanggungjawab.

Hasil pelaksanaan program/kegiatan antara lain sebagai berikut :

· Materi/bahan masukan dalam Penyusunan  RKP Tahun 2012

· Dokumen RKPD Provinsi Jawa TimurTahun 2012 dan RKP Tahun 2012

· Rapat Musrenbangreg dan terbentuknya Sekretariat Bersama Bappeda Provinsi Regional Jawa-Bali

· Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2012

· Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2013

· Dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

· Dokumen Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifi kasi Perda RPJPD atau RPJMD Kab/Kota di Jawa Timur

· dokumen Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur tahun 2012
· Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua dalam Rangka Pencapaian Target MDGs.
· Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Tahun 2013 dalam sharing pembiayaan pembangunan dengan kabupaten/kota Bidang : Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Kemiskinan;

d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan

· Data pembiayaan pembangunan dari kabupaten/kota masih banyak yang terlambat.
· Masih Tingginya Buta Aksara

· Masih belum adanya kesadaran dari orang tua akan pentingnya pendidikan usia dini

· Sebagian besar guru PAUD non formal belum memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana disyaratkan dalam Permendiknas No. 58. Tahun 2009

Solusi
· Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan kemitraan pembiayaan pembangunan dan FGD kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.

· Menggunakan pendekatan intensif kolaboratif

· Pola pemberantasan Buta Aksara dipioritaskan pada daerah kantong buta huruf

· Pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program perawatan dan pendidikan anak usia dini.

· Pengembangan kebijakan program layanan pendidikan anak usia dini yang terpadu dan terintegritas.
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